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BUPATT BULELENG 

PROVINSI BALI 

PERATURAN BUPATI BULELENG 

NOMOR S8 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATT NOMOR 36 TAHUN 2020 

TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH 
2020-2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BULELENG, 

Menimbang a. bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi perlu diarahkan 

untuk mendukung terwujudnya sasaran pem bangunan dala 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik 

yang berkualitas dan meningatnya daya sang daera.h; 
b. bahwa Peraturan Bupati Norr 36 Tahu 2020 tentang Road 

Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 2020-2024 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bu pati Nomor 
43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bu pati 

Nomor 36 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 
Pemerintah Daerah 2020-2024 sudah tidak sesuai dengan 
perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagairman.a dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bu pati 
Nomor 36 Tahu 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 
Pererintah Daerah 2020--2024; 
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Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah 

Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang­ 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871); 

6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 

Design reformasi birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141); 
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map 

Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 233); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi 

Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 601); 

10. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Road Map 

Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 2020-2024 (Berita 

Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 36) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 43 

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 

36 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 

Pemerintah Daerah 2020--2024 (Berita Daerah Kabupaten 

Buleleng Tahun 2021 Nomor 43); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG 

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH 

2020-2024. 
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Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 

2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah 

Daerah 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 

2020 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Road Map 

Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 2020-2024 (Berita 

Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 43), diubah 

sebagai berikut: 

1. Ketentuan angka 9 Pasal 1 dihapus sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Buleleng. 

3. Bupati adalah Bupati Buleleng. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Buleleng. 

5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah. 

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. 

7. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan 

induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi 

birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. 

8. Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk 

operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi dan 

rencana rind Reformasi Birokrasi selama 5 (lima) tahun 

dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya lima tahun 

dengan sasaran per tahun yang jelas. 

9. Dihapus. 
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2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, 

yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3A 

Sistematika dokumen Road Map Reformasi Birokrasi 2023­ 

2024 sebagai berikut: 

a. ringkasan ekseku tif; 

b. pendahuluan; 

c. gambaran birokrasi instansi Pemerintah Daerah; 

d. agenda reformasi birokrasi instansi Pemerintah Daerah; 

e. mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

reformasi birokrasi; dan 

f. penutup. 

3. Di antara Bab III dan Bab IV disisipkan 1 (satu) Bab, yakni 

Bab IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut: 

BABIIIA 

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 

4. Di antara Pasal 3A dan Pasal 4 disisipkan 3 (tiga) Pasal, 

yakni Pasal 3B, Pasal 3C, dan Pasal 3D sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 3B 

Pelaksanaan reformasi birokrasi terdiri dari: 

a. pelaksanaan reformasi birokrasi general; dan 

b. pelaksanaan reformasi birokrasi tematik. 
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Pasal 3C 

Pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3B huruf a terdiri dari 21 (dua puluh satu) 

kegiatan utama yang bersumber dari mandat reformasi 

birokrasi nasional meliputi: 

a. penyederhanaan birokrasi (penyederhanaan struktur 

organisasi / transformasi organisasi berbasis kinerja dan 

agile); 

b. pelaksanaan sistem kerja baru dengan model fleksibel 

bagi pegawai aparatur sipil negara; 

c. pelaksanaan arsitektur sistem pemerintahan berbasis 

elektronik nasional; 

d. pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah yang terintegrasi; 

e. pelaksanaan pelayanan publik digital; 

f. pembangunan zona integritas di unit kerja; 

g. penguatan implementasi sistem pengendalian intern 

pemerintah; 

h. penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat; 

i. penguatan upaya pencegahan korupsi; 

j. pelaksanaan tata kelola kebijakan publik; 

k. pelaksanaan pembentukan Peraturan Perundangan- 

undangan; 

1. pelaksanaan arsip digital; 

m. pelaksanaan data statistik sektoral; 

n. penguatan pengadaan barang dan jasa pemerintah; 

o. penguatan pengelolaan keuangan dan aset; 

p. penataan jabatan fungsional; 

q. penguatan manajemen talenta aparatur sipil negara; 

r. pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara; 

s. penguatan sistem merit; 

t. pelaksanaan core value aparatur sipil negara; dan 

u. pelaksanaan pelayanan publik prima. 
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Pasal 3D 

Pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3B huruf b terdiri dari 5 (lima) tema meliputi: 

a. penanggulangan kemiskinan; 

b. peningkatan investasi; 

c. digitalisasi pemerintahan; 

d. peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan 

e. pengendalian inflasi. 

5. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5 

(1) Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi 

pelaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan 

Pemerintah Daerah. 

(2) Dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati 

membentuk: 

a. tim reformasi birokrasi general; dan 

b. tim reformasi birokrasi tematik. 

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati. 

6. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Perturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar scliap orang rengelahuinya, memcrintahkan 
per.gundangan PeraTu1ran Bupari ni dengan penempatannya 
dalam Derita Daerah Kabupaten Duleleng. 

Ditetapkan di Singaraja 

pada tanggal 29 Dcscmber 2023 

PENJABAT BUPATT BULELENG, 

Ttd 

KETUT LIHADNYANA 

Diunlangkan di Singaraja 

pada tanggal 29 Desember 2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULEL.ENG, 

td 

GEDE SUY ASA 

BERITA DAERAH KAHUPATEN HULELENG TAHUN 2023 NOMOR 58 

Salin besuui dengaunt eliuyau 

epala bagian Huum, 

ttd 

Made au Warinzin, S.H., AM.H. 

NIP. 195107162008031001 
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LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI BULELENG 

NOMOR 58 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN 

BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG 

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 

PEMERINTAH DAERAH 2020-2024 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

Pemerintah Kabupaten Buleleng selama periode Road Map Reformasi 

Birokrasi Tahun 2020-2024 telah berjalan sesuai dengan target kinerja yang 

telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. 

Berdasarkan capaian Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah 

mencapai Predikat "B" dengan kategori "BAIK" dengan capaian nilai sebesar 

66,81. Dari capaian tersebut, tentunya masih perlu upaya peningkatan, 

karena kalau kita lihat masih ada beberapa komponen dalam penilaian yang 

terlihat fluktuatif. Inilah yang perlu juga menjadi pencermatan kita untuk 

selalu melakukan perbaikan. 

Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Buleleng tahun 

pelaksanaan 2023-2024 bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi Kabupaten Buleleng agar berjalan secara efektif, efisien, 

terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan. Kondisi ini 

baru bisa kita wujudkan bila dalam penyusunan dokumen perencanaan 

sinergis dan selaras dengan dokumen perencanaan tingkat atasnya. 

Sinergitas dalam perencanaan ini seperti terlihat dalam penyusunan Road 

Map Reformasi Birokrasi. Hal-hal yang dituangkan dalam Road Map 

Reformasi Birokrasi ini merupakan agenda prioritas nasional dengan 2 (dua) 

isu strategis yaitu isu strategis tingkat hulu dan isu strategis tingkat hilir. 
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Pelaksanaan isu strategis di tingkat hulu dituangkan dalam rencana 

aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi General. Ditingkat hilir pelaksanaannya 

dipertajam bersamaan dengan pelaksanaan rencana aksi dengan isu strategis 

Reformasi Birokrasi Tematik Tahun pelaksanaan 2023-2024. Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi General dan Tematik merupakan mandatory dari Road 

Map Reformasi Birokrasi Nasional dengan 21 (dua puluh satu) kegiatan 

utama, 26 (dua puluh enam) indikator serta 5 (lima) tema RB tematik. 

Semoga Road Map Reformasi Birokrasi ini, dapat membantu 

menciptakan kesuksesan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang merupakan 

tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, sehingga kesadaran dan 

komitmen yang kuat harus dibangun bersama. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buleleng 2020- 

2024 adalah dokumen rencana kerja Reformasi Birokrasi. Dengan 

ditetapkannya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026, sebagai 

upaya menjamin keberlanjutan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 

Kabupaten Buleleng, diperlukan suatu instrumen kebijakan, yang dapat 

men j adi tolok ukur dari ke berlan ju tan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road 

Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka menjadi suatu keharusan bagi 

pemerintah daerah untuk menyusun kembali Road Map Reformasi Birokrasi, 

guna menjamin sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi 

Birokrasi dan percepatan pencapaian sasaran strategis Reformasi Birokrasi. 

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, 

berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih 

menunjukkan adanya gap antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang 

diharapkan pada akhir Tahun 2025. Gap tersebut dapat dilihat dari dua sisi, 

yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan Road 

Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola 

pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan 

nasioanal dan peningkatan daya saing global. Pada sisi pelaksanaanya, 

pengelolaan Reformasi Birokrasi di level nasional maupun instansional belum 

secara optimal dirasakan masyarakat, seperti pelayanan publik dan 

pengurangan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Perencanaan dan 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga masih dilakukan secara parsial oleh 

masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu 

strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional. 
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Terkait hal tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas Reformasi 

Birokrasi di Kabupaten Buleleng pada sisi perencanaan memerlukan 

keselarasan antara Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Buleleng dengan 

Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi dan Road Map Reformasi Birokrasi 

Nasional. Sedangkan untuk peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi pada 

sisi pelaksanaan memerlukan keterpaduan kinerja antara Pemerintah Daerah 

Kabupaten dengan Perangkat Daerah, sehingga mampu memastikan 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak hanya sebatas perbaikan tata kelola 

pemerintahan semata, namun harus mampu meningkatkan kinerja 

pembangunan yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. 

Berdasarkan uraian di atas, maka Road Map Reformasi Birokrasi 

Kabupaten Buleleng Tahun Pelaksanaan 2023-2024 dalam penyusunnya 

mengedepankan prinsip-prinsip se bagai beriku t: 

1. Jelas, mudah dipahami dan dapat dilaksanakan; 

2. Ringkas, disajikan secara ringkas dan padat sesuai format yang 

ditentukan; 

3. Terukur, inisiatif strategis, target, waktu, keluaran (output) dan hasil 

(outcomes) dapat diukur; 

4. Dinamis, dapat mengakomodasi umpan balik dan perbaikan-perbaikan 

yang diperlukan; 

5. Komitmen, merupakan kesepakatan Bersama yang memberikan gambaran 

kesadaran akan tanggung jawab yang harus diselesaikan; 

6. Selaras, dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Buleleng 

diselaraskan dengan dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi 

dan diselaraskan dengan dokumen Road Map Reformasi Birokrasi 

Nasional; dan 

7. Terintegrasi, dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi disusun secara 

terintegrasi antara Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Buleleng 

dengan Road Map Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah serta terpadu 

dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). 
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BAB II 

GAMBARAN BIROKRASI 

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG 

2.1 Capaian Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Buleleng 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Buleleng sejak tahun 

2018 sampai dengan Tahun 2022 telah mengalami peningkatan yang 

signifikan yang ditandai dengan peningkatan capaian Indeks Reformasi 

Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buleleng. Peningkatan capaian pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi di Kabupaten Buleleng tersebut, dapat tergambar dari 

capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Buleleng sebagai berikut: 

1. Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten 

Buleleng. 

Pemerintah Kabupaten Buleleng selama periode Road Map Reformasi 

Birokrasi Tahun 2020-2024 telah berjalan sesuai dengan target kinerja yang 

telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. 

Berdasarkan capaian Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah 

mencapai Predikat "B" kategori "BAIK" dengan capaian nilai sebesar 66,81. 

Adapun progres capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten 

Buleleng selama kurun waktu Tahun 2018-2022 terlihat pada tabel 2.1 
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Tabel 2.1 

Capaian lndeks Reformasi Birokrasi 

Pemerintah Kabupaten Buleleng 

2018-2022 

KOMPONEN TAHUN ANGGARAN 
NO PENILAIAN BOBOT 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A. Komponen Pengungkit 

I. Pemenuhan 20 13,69 13,79 10,6 10,78 11,75 
II. Hasil Antara 10 2,7 2,73 4,66 5,40 7,05 

Area 
Perubahan 

III. Reform 30 10,07 10,2 13,76 15,27 15,82 
Total Komponen 60 26,46 26,72 29,02 31,45 34,62 Pengungkit 

B. Komponen Hasil 

1. Akuntabilitas 10 7,025 7,185 7,83 7,82 7,81 
Kinerja dan 
Keuangan 

2. Kualitas 10 8,38 8,40 9,00 8,36 9,56 
Pelayanan 
Publik 

3. Pemerintahan 10 8,88 9,07 9,58 8,13 8,74 
Yang Bersih 
dan Bebas 
KKN 

4. Kinerja 10 7,025 7,185 5,15 6,45 6,08 
Organisasi 

Total Komponen 40 31,31 31,84 31,56 30,76 32,19 
Hasil 

Indeks RB 

(Pengungkit + Hasil) 100,00 57,77 58,56 60,58 62,21 66,81 

Tingkat/Predikat RB C cc B B B 

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2018-2022 
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2. lsu Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten 

Buleleng 

Isu Strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Buleleng 

tidak terlepas dari Isu Strategis Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020- 

2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023, Isu Strategis 

Reformasi Birokrasi Nasional terbagi kedalam dua Isu Strategis yaitu: 

a. Isu Strategis di Tingkat Hulu 

Isu Strategis Tingkat Hulu yang disebut dengan Reformasi Birokrasi 

General, merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang 

bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu Strategis tingkat hulu 

umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera 

ditangani. Beberapa Isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi adalah se bagai beriku t : 

1. Birokrasi yang Belum Kolaboratif; 

2. Transformasi Digital yang Belum Optimal; 

3. Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum 

tuntas; 

4. lntegritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi 

kendala; dan 

5. Budaya Birokrasi BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik. 

b. lsu Strategis di Tingkat Hilir 

Isu Strategis tingkat hilir yang disebut dengan Reformasi Birokrasi 

Tematik, merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan 

agenda program Pembangunan Nasional. lsu strategis hilir merupakan 

kunci keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Beberapa isu 

strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan tema penanggulangan kemiskinan; 

2. Pelaksanaan tema peningkatan investasi; 

3. Pelaksanaan tema digitalisasi pemerintahan; 

4. Pelaksanaan tema peningkatan penggunaan produk dalam negeri 

(P3DN); dan 

5. Pelaksanaan tema pengendalian inflasi. 
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2.2Harapan Pemangku Kepentingan 

Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan 

kebijakan Reformasi Birokrasi, baik Reformasi Birokrasi General maupun 

Reformasi Birokrasi Tematik memerlukan keterpaduan dalam 

pembangunan. Keterpaduan ini diupayakan dengan pembenahan pengelola 

Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. 

Pembenahan dimaksud nantinya mampu menuntaskan isu-isu strategis 

dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. 
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BAB III 

AGENDA REFORMASI BIROKRASI 

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG 

3.1 Penetapan Tujuan, Sasaran, Kegiatan Utama dan Indikator Reformasi 

Birokrasi Kabupaten Buleleng 

Tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi di Kabupaten Buleleng 

mengikuti tujuan dan sasaran level mikro sebagaimana tercantum 

dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023. Adapun tujuan, sasaran, 

kegiatan utama dan indikatornya tergambar pada tabel berikut : 

Tabel 3.1 

Tujuan, Sasaran, Kegiatan Utama dan Indikator Reformasi Birokrasi 

General Pemerintah Kabupaten Buleleng 

Tujuan Sasaran Kegiatan Utama Indikator 

1 2 3 4 

Birokrasi yang Terciptanya Penyederhanaan Tingkat 

bersih, efektif dan tata kelola Birokrasi implementasi 

berdaya saing pemerin tahan (Penyederhanaan penyederhanaan 

mendorong digital yang Struktur birokrasi 

pembangunan efektif, lincah Organisasi / 

nasional dan dan Transformasi 

pelayanan publik kolaboratif Organisasi 

Berbasis Kinerja 

dan Agile) 

Pelaksanaan Tingkat 

Sistem kerja Baru implementasi 

dengan model Sistem Kerja Baru 

fleksibel bagi dan Fleksibilitas 

Pegawai ASN Berkerja Pegawai 

Pelaksanaan Indeks SPBE 

Arsitektur SPBE Tingkat 

Nasional Implementasi 

Inisiatif Strategi 

Arsiktektur SPBE 
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Tujuan Sasaran Kegiatan Utama Indikator 

1 2 3 4 

Pelaksanaan Indeks Perencanaan 

Sistem Pembangunan 

Akuntabilitas Nilai SAKIP 

Kinerja Instansi 

Pemerintah yang 

terin tegrasi 

Pelaksanaan Tingkat 

Pelayanan Pu blik Implementasi 

Digital Kebijakan 

Transformasi 

Digital MPP 

Pembangunan Tingkat 

Zona Integritas di Ke berhasilan 

Unit Kerja Pembangunan Zona 

lntegritas 

Penguatan Tingkat Maturitas 

implemen tasi SPIP 

Sistem 

Pengendalian 

Intern Pemerintah 

(SPIP) 

Penguatan Tingkat Tindak 

Pengelolaan Lanjut Pengaduan 

Pengaduan Masyarakat 

Masyarakat (LAPOR) 

Penguatan upaya Survei Penilaian 

Pencegahan lntegritas (SPI) 

Korupsi 

Pelaksanaan Tata Indeks Kualitas 

Kelola Ke bijakan Kebijakan 

Publik 

Pelaksanaan Indeks Reformasi 

Pembentukan Hukum 

Peraturan 

Perundangan- 

Undangan 
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Tujuan Sasaran Kegiatan Utama Indikator 

1 2 3 4 

Pelaksanaan Arsip Tingkat Digitalisasi 

Digital Arsip 

Pelaksanaan Data Tingkat 

Statistik Sektoral Kematangan 

Penyelenggaraan 

Statistik Sektoral 

Penguatan Indeks Tata Kelola 

Pengadaan Barang Pengadaan 

dan Jasa 

Pemerintah 

Penguatan OPINI BPK 

Pengelolaan Tingkat Tindak 

Keuangan dan Lanjut 

Aset Rekomendasi BPK 

Budaya Penataan J abatan Tingkat Penerapan 

birokrasi Fungsional Kebijakan 

BerAKHLAK Transformasi 

dengan ASN J abatan Fungsional 

yang Penguatan Tingkat 

profesional Manajemen Im plemen tasi 

Talenta ASN Manajemen Talenta 

Pengelolaan Tingkat 

Kinerja Pegawai Implementasi 

ASN Kebijakan 

Pengelolaan Kinerja 

ASN 
Penguatan Sistem Indeks sistem Merit 

Merit 

Pelaksanaan Core Indeks BerAKHLAK 

Value ASN Employeer 

Branding 

Pelaksanaan Survey Kepuasan 

Pelayanan Pu blik Masyarakat (SKM) 

Prima Indeks Pelayanan 

Publik 

Sumber: Road Map RB Nasional 
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Tabel 3.2 

Tujuan, Sasaran dan Terna Reforrnasi Birokrasi Ternatik 

Pernerintah Kabupaten Buleleng 

Tujuan Sasaran Terna 

1 2 3 

Birokrasi yang Terwujudnya Penanggulangan Kerniskinan 

bersih, efektif dan Penyelesaian isu Peningkatan Investasi 

berdaya saing ternatik Digitalisasi Pernerin tahan 

rnendorong Peningkatan Penggunaan 
pernbangunan Produk Dalarn Negeri (P3DN) 
nasional dan Pengendalian Inflasi 
pelayanan publik 

Sumber: Road Map RB Nasional 
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3.22 ereneunuun lRefurrusi Bi±okrasi General dan Terstik 
32.1Relurmu»i Birv:krsi 3emery1 

IDENTIFIKASI PRIORITAS KEGIATAN UTAMA R GENERAL 
PEMERITAH KABUPATEN BULELENG 

TA HIN 2023-2024 
STEP 1 

I 
Tirgkat heparahan Mendat RH General waktu Biaya S.cula Prioritas o. Kegiat.an Utara Irdikator Utama Kegiatan (Implemcn tasi Koordinntr 

Nasional 
Rendah] (enc.esakl Rendah (Tctal Skor] 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 
SASARAN STRATEGIS I : TERCIPTANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIGITAL YANG LINC!AH, KOLABORATIF, DAN AKUNTAEL 

1 Peryeuderhunn firukrs»i 1 iLc 1!-,';kfi.1. lH1.p].ern,:;n1ae.:.1 10 2 

I 
5 10 27 BKPSDM, BAGIAY 

(Penyedcrhnaan Struktur penyederhanaan ORGANISASI SETD+ 
Organisast/ birkrasi 
Tranaforrasi Organisasi 
Berbasis Kinerja dan Agile] 

2 Pelaksanaan Sistrm krrja Baru 2 Tingkat implementasi 10 8 10 10 38 BKPSDM, BA GIAN 
dengan model fleaibcl bagi Sistcm Kcrja Baru ORGANISASI SETDA 
Fcgawai ASN dan Fleksibilitas 1, 

c:kerja Pegawai 
- \ 

3 Felaksaraan Arsltektur SPBE 3 'ndcks SPBE 10 5 10 4 29 DISKOMINOS ANTI 
Nas:.onal 

4 Tirgkat Irlcm::rad 10 5 10 4 29 DISKOMIN FOSANTI 
nisistif Sta.tcgi 
Ar iktektr SPBE 
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IDENTIFIKASI PRIORITAS KEGIATAN UT'AMA RE GENERAL 
PEMERINTAH KABUPTEN BULEENG 

TAHUN 2023-2024 
STE 1 - 

I 

Mand: RB Gene /Tngkat Keparahan 
No. Kcgiatan Utama Inriktnr Lit ama Kegiatar an·lat tr rreu, ..: Waktu I3iaya Skala Prioritas Koordinator N: ·· al Implemcntasi [mieukesak4 Rendal ;Total Skorf asona [ Renlahl 

- 
1 2 3 4 5 6 7 3 9 
4 Pelaksanaan Sistem 5 Inceks Perencaunat I0 7 S 7 33 BAPPEDA 

A.<untabilites Kirerja Instansi Pembanguna 
Pemerintah yang terinzcgrssi - l - 

€ Nilai SAKI 10 t 1 5 31 TT'DA, EAPPEDA, 
BAGIAN ORGANIBASI 
SETDA 

5 Pelaksanaan Pelayanan Publik 7 'Tinknt Implementasi 10 3 9 10 32 DPMPTSP 
Digital Kebijakcan 

Trnfurmasi Digital 
MPP 

5 Pembangunan Zona Intrgri.as ij::, Tingkat Kebcrhasi.an 10 5 8 8 32 ITD 
di Unit Kerja Pem bungunan Zana 

integritas 
7 Penguntnr implementaei Sistem 9 Tir.gkst Maturitas 10 5 7 8 I 30 ITDA I Pengcndalian Intr Pmcrintah $9I 

(sPIP) lj I 
!j Penguatan Pergelolaan 10 Tit.gkat. Tndak 1o 2 9 5 26 ITDA 

Pengaduan Masyarakat _anjut Pergaduan 
Masyarakat. (L.APR) 

g Penguatsn upvu Penceahan 11 3urvci Penilaiar 10 4 I g 6 29 ITDA 
Korupsi ntegritas ISFI) 

1.0 Pelaksanaan Tata Kelola 12 lndeks Kualitas 7 
·- 

7 BAGLAN JUKUM 10 10 31 
Ke bijakan Publik Kcbijakan SETA 

_ I l :1'1k&;1naan Pembenmkon 13 Indcks Reformuusi 10 5 10 5 30 BAGIAN HUKUM 
Peraturan Prundang­ Ht.ku.m SETD 
Undargan � - 
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S'TEP I 

IDENTIFIKASI PRICRITAS KEGLATAN UTAMA RB GENERAL 
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG 

TAHUN 2023-2024 

N. Keintnn (tar lnlikt or Utama Kegiatan 
Mandat RB (cncra Tingkut Keparahan wkt Diaya Skala Tio-it%s Koordinator Ns onal (Implementasi [mendesak] Retlh (Total 3kor} 

I 
as.t Rendah) 

L 'J 3 4 5 6 7 8 9 ... 
12 Pelakssnaan \rsip Digital 1 Tirgkt Lgtad1sasf 10 =; 5 6 25 DAPD . 

Arp 
Pelakssnaan Date Statistik - 

13 15 Tingkat Kematur.gan 10 6 106 8 34 DISKUMINPOSANTI 
Sektoral Fenyelenggaraan 

Staistik Sektnral I 
14 Penguatan Pengadasn Harang 16 Indeks 'Tata Klola 10 4 10 7 31 BAGIAN PENGADA.AN 

dan Jasa Pemerintah Fengadaan BARANG DAN JASA 
SETDA 

1 

15 Penguatan Penclolasn 17/0PINI BPK 10 5 ... 5 25 BFKFD 2 

Keuangan dan set 
18 Tingkat Tindak 10 s 8 5 2 1TD 

Lanjut Rekamcnlasi 
BPK 

SASARAN STRATEGS 2 : BUDAYA BIROKRASI BerAKHLAK DEEGAN ASN YANG PRCFESIONAL 
L Penataan Jabarar. Fungsional 1 Tingkat Per.erapn 10 10 10 10 1p BPSDM 

ebl]akan 
Tran[or.asi JbLEuJ 
Fungstonal 

2 Pcnguatan Manaj:men Telcnts 2 Tingkat Implementasi .0 f 5 6 27 BKPSD2M 
ASN Manajemen Tale ta 

3 Pengelclaan Kinerja Peggwai -:,- Tingkat Implementasl '0 8 10 10 38 BKPSDM E 

A8SN ebijakan 
Penge.vlasn Knerja 
49N 

I 
4 Penguatan istem. Merit 4 Inirks sistcmn Merit 10 I $ 6 10 34d BKP9DI 
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IDENTIFIKASI PRIORITAS KEGIA'TAN UTAMA RB GENERAL 
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG 

TAIIUN 2023-2024 

Maudat RD Genera Tingkat Kcparahsn 
'aktu I Hin1ya Skala Prioritas I 

No. Kegiatan UJtarne Indikator Uuama Kegiatar Hasinal [Implemetasi (mendesakl Rendah [Total Slr, Koordinatar 
Rendah) I 

1 2 3 4 5 6 7 I 3 'h 
5 Pelaksanasn Core Value ASN r: indeks BerAKHLAK 10 6 1 2 28 AGLARI ORGANISASI l\i,I 

EETDA 

€ Errplnyer randing 10 5 10 2 27 BAGUA?N ORGANISASI 
SETDA 

.. 
+ Pelakearaan Playean Publik 7 Survey Kepuasan 10 5 13 5 30 BAGIAN ORGANISASI 

Prima Masyarc.lat [$KM) SETDA 
- 

r 
8 lndcks Pelaysnan 10 3 1 2 25 BAGIAN ORGANISASI 

Publik SETDA 
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STEP 2 

PENETAPAN TARGET RENCAN AKSI RB GENERAL 
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG 

TAHUN 2023 - 2024 

I I Target Bas=line 2022 Instansi 
No. cgiatan Utama Indikatar Utsma Kcgia:en Satan Tahunan 

I Target Reslisssi Capaian 2023 2O24 Koordinator Pelaksana 

L 2 3 4 5 6 
,.,, 

8 9 10 11 � 

SASARAN STRATEGIS : TERCIPTANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIGITAL YANG LINCAEH, KOLABORTIF, DAN AKUNA3EL 

L Penycderhanaan Birokrasi 1 Tingkat implementasi % 100 100 100 100 1€ BKPSDM, BAGIAN SELURUH 
(Penyederhanaan Struktur penyederhanaan OROANI9A3I SETDA UNIT KER.JM 
Organisesi/ birokrasi 
Transformasi Organisasi 
Berbasis Kinerja dan Agile) 

2 Pelaksanaan Sis.em Kerja Baru 2 Tingkat implementasi % - . - 1C0 100 BKPSDN, BAGIAN SLURUH 
dcngar. madcl flcksibel bagi Sistem Kerja Bar dan QRGANI8AI ETDA UNIT KERJ 
Pegawai ASN Fleksibili tas Berkerja 

Pegawai - 
3 Pclacsanaan rsitcktur SPBE 3 Indeks SPBE Angka 3,03 3,O3 100 3,1 3.2 DISK O MIN FOSANTI SLURUH 

Nasional UNIT KER.IA 

4 Tingkat Implementasi % 30 30 100 40 50 DISKOMINFO SLURUH 
Inisistif Strategi SANTI UNIT KER.JA 
Arsiktektur SPBE 

4 Pelak saaeu Sister. 5 Indcks Perencananan 'ngke 100 94 94 100 100 BA PPEDA SELURUH 
Akuntabilitas Kiner]a Instansi Pembangunan UNIT KER.JA 
Pererintah yang terintegrasi 6 Nilai SAKIP Angka 72 63.33 97,6 70.01 70 ITDA, BAPPEDA, SEI.URUH 

AGIAN UNIT KER.JA 
GRGANI3AST SETDA 

- 
5 Pelaksnaan Pelayanan Publik 7 Tingkat Impler.entasi % 100 to0 100 100 100 DPMPTSP SELURUH 

Digital Kcbijakan Transformasi UNIT KER.IA 
Digital MP 
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PENETAPAN TARGET RENCANA AKSI RB GENERAL 
PEMERIN'TAH KABUPATEN BULELENG 

TAIIUN 2023 - 2U2+ 

Baseline 2022 Target [nstansi 
No. Kcgiatan U/tema lnlikator Utama Kegiatan Satuan Tahuneun 

I 
Pelaksana Target ealiaasi Capain 2023 2024 Kordinator 

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll - 5 Perbangurar: Zona Integritas di 8 ingkat Keberhasilan ' 25 0 0 25 25 ITLA ELLRUH :0 

Unit Kerja Pembangunan Zona UNIT KER.A 
Integritas 

7 Penguatan implementasi Sistem 9 'ingkat Maturitas SPIP Leve. 3 2,819 94 3 3 ITDA SELURUH 
Pengendalian Inern Pemerirtah UNIT KER.A 
(SPIP] I 

R, Penguatan Pengelolaan 10 Tingkat Tindak Lanjut % 100 100 100 100 100 ITDA SELURLH 
Pengaduan Maeyarakat Pengaduan Masyarakat 

I 
UN:T KERA 

(LAPOR, 
9 Penguatan upaya Pencegahan 11 Survei Penilaian 

- 
Angka 79 78,76 99,70 79 79 ITDA IT'DA 

Korupsi Integ itas {$PI 
10 Pelaksanaan Tata Kelola 12 Indcks Kualitas Angk . - - 50 60 BA3UAN HUKIIM SELURUH 

Kcbjakan Publik Ke bijakur1 SETDA UNIT KER.JA 
1I'Pelaksanaan Pembentukan 13 Ind.eks Reformasi Angka 85,4 92,2 107,96 86 88 BAGIAN HUKUM SELLRUH 

Persturan Perundang-Undangun Hukum SETDA UNIT KERIA 
I 

12 Pelakcsanaan Arsip D:gital 14 Tingkat D:gitalisasi Arsip % 8 8 10€ 25 60 DAPD SELURUH 
UNIT KERIA 

13 Pelaksanaan Data Statistik 15 Tingkat Kemnatangan $% 80 80 100 85 90 DISKOMINFOS4ANTI 8ELURUH 
Scktoral Penyelenpga nan UNIT KERJA 

I Statistik Sektoral 

r 
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STEP 2 

PENETAPAN 'TARGET RENCAN KSI RB GENERAL 
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG 

TAHUN 2023- 2024 

Baseline 2022 Target Instanai 
No. Kegiatan Utarna In~ikator UJtams Kcgiaten Saruan Tahur ar 

Target Realisasi Capaian 2023 2024 Koordinator Pelak sana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
14 Penguatan Pengadaan Barang 16 In de ks "at Kclola Angka 75 78,1 104,13 80 85 BAGIAN SELU RUH 

dan Jasa emerintah Pengarlaan FENGADAAN UNIT KER.JA 
BARANG DAN JASA 
17Th 

15 Penguatan Pengclolaan 17 OPIN! BP'K Opini 1WTp W'TP WTP WT WTP BPKPD SELURUH 
Keuangan dan set UNIT KERIA 

18 Tingkat Tindak Lanjut % 100 100 100 100 100 ITDA SELURUH 
Rekomendasi BPK UNIT KER.1A 

I 
SASARAN STRATEGIS 2 : BJDAYA BIROKRASI Ber AKHLAK DENGAN ASN YANG PROFEIONAL 

1 Penataan Jabatan Fungsional 
. 

100 1 Tingkat Penerapan %, 100 102 100 100 BK?SDM SELURUH 
Kcbijakan Transformasi UNIT KERJA 
Jabatar; Fungsional 

2 Penguatan Manajemen Talent 2 Tingkat Implementasi % 100 100 130 100 100 BK-ADM SELURUH 
A8SN Manajemen T's'cnta UNIT KER.JA 

3 Pengelolaan Kinerja Pegawai 3 Tingkat Implementasi '% 100 100 1DO 100 100 BKPSDM SELURUH 
ASN Kebijakan Pengelolasr UNIT KER..A 

Kinerja ASN 

4 Pengustan Sistem Merit Indeks sistem 325 
. 

4 Angka 330 101,544 325 330 BKPSDM SELURUH 
Merit UNIT KER.JA 

j 
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PENETAPAN TARGET RENCANA AKSI RB GENERAL 
PEMERIN'TAH KABUPATEN BULELENG 

TAIIUN 2023 - 2024 

I Baseline 2022 Target Instans 
No. Kegiatan UJtams Indikator Utamna Kegiatan Satuan Tahunan 

Target Realisasi Capair 2023 2024 Kordinator Pela.ksana 
- l 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
5 Pclaskssnaan Cor Value A$N 5 Indeks EerAKHLAK Angka 63 77 122,22 63 64 BAGIAN 8ELURUH 

ORGANISASI SETDA UNIT KERJA 
- 5 Employeer Branding Angka - - - « - BAG1AN SELU RUH 

ORGANISASI SET'DA UNIT KERJA 
( Pelaksenaun Pelayanaun1 Publik 7 Survey epuasan Angke 85 $5,2 10C,24 85 85 BAGIAN SELLJRU H 

Prima Masyarakat (SKM) ORGANISASI SETDA UNIT KER.JA 

8 Indeks Felaysnan Publik .ngka 4,3 4,3 10C,00 4,3 4,3 BAGIAN SLURUH 

i GRGANI8AST SETDA UNIT KERJ4 
L 
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3.2.2 Reformasi Birokrssi Tematik 

STEP 1 

PENETAPAN TEMA RB TEMATIK 
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG 

TAHUN 2023 - 2024 

DAMPAK 
I 

KESESUAIKN EPARAHAN TERHALA PCT'EN8I PERCEPATAN 
KONISl TARCET PRIORITAS MASAL.AH KESE JAHTERA.AN YANG K NE.R.IA 

RPIMD DIMIL.IK! NIL.AI NO. TELA EXSISTING TAHUN S4TUAN MASYARAKAT TO'TAL 
20022 

2023 2024 SKALA 1-10 
[I-=8angst tidak sesuai........ IC-sangat sesuai] 

- 
12 1 2 3 4 5 6 7 8 [J 10 1 

1 PENANGGULANGAN 6,21 % 5,15 4,5 10 + 10 € h 39 
KEMISKINAN 52.76 % 6.85 9,85 

I 5,234 '% 63,76 I 68,33 
2 PENINGKATAN 34,53 ·% 7U 73 10 .,. 7 £ 7 '10 

INESTAS 
3 DIGITAL.ISSI 3,03 Angk 3, 3.2 I0 6 10 8 8 42 

PEMERINTA HAN J 
4 PENINGKATAN 180.327.053.172 Rupiah 5233.31.499.359 51.000,000.00G LO 5 £ ,ti 3 43 

PENGGUNAAN 
PROLUK DAL.AM 4.69l hngka 20.000 25.000 
NEGERI [P3DN 

5 PENGLNDALLAN 4,63 "% 3,5 3,5 LG 8 g 8 10 +. 
INFLA.SI - 
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STEP 2 

PENETAPAN KINERJA RB TEMATI 
PEMERI TAH KABUPATEN BULELENG 

NO IDENTIFIKASI MASALAH (bottleneck) MENETAPKAN POKUS INTERENSI MENYUS JN KERANGKA LOG1 

1 • 3 4 d 

TEMA PENANGGULANGAN KEMISKINAN 

1 Masih terdapat keluarga miskin dan keluarga rentan'Peningatan Program Perlindungan Sosial Pemberian bantuan sasial, jaminan sosisl dan 
mniskin yang bclum tersentuh program pcrlindungan program perlindungan sosial lainnya kepada 
sosial keluarga arg behm tersentuh program pemerintah 

I 
2 Masih banyak keharga miskin yang tidak remiiki Peningks:an Program Inftrastruktur Dasar Meningkatkan zakupan samaran rehab rumeh tidak 

rumah laysk uni dan rinimnya akses sanitasi -ayak huni dan cakupan rumah tangga dengan 
layak asnitasi layak kepada rumah tangga mis.kin 

3 Status pekerjuaar. kepala rumah tangga dan individu Peningkatan Prugrarn Pernlerdayaan Peningkatan kualitas SDM melalui peltihan 

penduduk riskin di Kabupaten Buleleng sebegain masyarakat dan UMKM keterurnpilan bagi masyarakat miskin'kcurang 
besar tidak bekerja/ penganggran,sebagai petani mempu,pemberdayaan masyarukt di desa dan 
den pedagang kecil pengembangan UMKN 

TEMA PENINGKATAN INVESTA5I 

1 Delum tercapainya target zezlisasi investas: Mcningkatrya wswassn dan pemaharar Melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi 
terhadap perizinan berusaha implementasi Perizian Berusaka herbasis Resiko 
Meningkatrya pclaporan LKPM [Laporan Melaksunakan pengawasan Prizirn Resiko 
Kcgiatan Penanaman Modal] 
Peninpkatan realisasi inwestasi Melaksunakan pengawasan Perizinan Resiko 
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PENE'TAPAN KINERJA RB 'TEMATIK 

PEMERINT AH KABUPATEN BULELENG 

-- 

NO IDENTIFIKASI MASALAH [bott ecneck) MENETAPKAN FOKU3 INTERPENSI MEYUSU KERANGKA LO&IS 
I 

I 4 l 2 I 3 
-- 

TEMA DIGITALISASI PEMER.NTAHAN 

1 Maaih erdapatnya area blankspot di silayal Meningkatksn kincrjs jringan Mcrigkatkan linan korunikasi dan kerjasam 
internet'kamunikasi antar intan si'lembaga/maaysarakat 

2 Sis:em pemerintahan sang digunaksn belun Melskukan digitalisasi dan integrasi antar Menyusun sister pemerinthan herbasis elecktronik 
sepenuhnya bcrbasis cigital eiatem pemerintahan 

3 Behm optimalnye pemanfaatan SDM yang Meningka:kan kualitas SDM lan komunitas Menyusun crctazn SDM dan kamunuiras 
mcmpunyai kalifikssi TIK masyaak.at dalam kemamun TIK mnasyaraknt dz\am TIK 

TEMA PENINGATAN PENGGUN&AN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN] 

l Masik kurang-ya pcnggunean produk dalam negeri Meningkatkan produksi dan emasaran Meringkarkan belanjs produ< dalsm negeri dar 
dun produk loksl rodk dalam nrgeri den prouk lokal ·roduk lokal dalam belanja karang jaaa pemcrintah 

dengun remeuftkeu ketalog eletro:ik 
- - 2 Belum optimalnya penggunaen anggaren Meningkatkan prosen.ase belarja produk Melaksanakan moritoring, evaluasi belanje barang 

pemerintah elm belanja produk dalam negeri dalam negeri minimal 40% pada bxlanja 'sa pemerinta laiam belanja prcdu dalam negeri 
barang jasa pemerintah 

TEMA PENGENDALIAN INFL.ASI 
1 Masih terjadinya gejoiak inflsi Meningkatkan monitoring, operas: pasar dan Mclaksankanmnoritoring, operas; pasar dan 

Kcrjssaru Anter Ducrah Kcrjasrna 'ntar Daerh 
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BAB IV 

MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN 

REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG 

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

Monitoring dan evaluasi wajib dilakukan untuk mengetahui berjalan 

atau tidaknya rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi 

Birokrasi Tematik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Monitoring 

dan evaluasi akan memberikan informasi penting ketika pelaksanaan rencana 

aksi tidak berjalan sesuai yang diharapkan maka dilakukan analisis dan 

rekomendasi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Tematik 

dilakukan secara berkala. 

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi 

Birokrasi Tematik dapat saling berhubungan sehingga monitoring dan evaluasi 

Reformasi Birokrasi yang komprehensif menjadi penting. Monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilaksanakan oleh Tim Evaluasi 

Internal (APIP) sesuai pedoman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi. 
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BABV 

PENUTUP 

Reformasi Birokrasi dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan 

yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian 

pembangunan nasional dan daerah, daya saing global dan peningkatan 

pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi 

masyarakat secara cepat, tepat, profesional serta bersih dari praktik Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (KKN). 

Mengingat Reformasi Birokrasi termasuk ke dalam agenda prioritas 

nasional, maka melalui penetapan Road Map Reformasi Birokrasi dapat 

mendukung percepatan pembangunan nasional dan daerah. Sehingga dengan 

strategi Reformasi Birokrasi yang baru, diharapkan juga dapat mendorong 

percepatan capaian sasaran strategi Reformasi Birokrasi dan memberikan 

dampak langsung kepada masyarakat. 

Penetapan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten 

Buleleng ini, diharapkan dapat membantu menciptakan kesuksesan 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional yang merupakan tanggung jawab 

segenap elemen pemerintahan. Sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat 

harus dibangun bersama. 

PENJABAT BUPATI BULELENG, 

Ttd 

KETUT LIHADNYANA 


